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Abstract

Implementation of Information System Administration (SIAK ) based
Berau District Regulation No. 30 Year 2011, the first of the Population
Administration Information Management Development through SIAK namely the
collection , recording , managing and updating data from population registration
and civil registration documents for the issuance of the population , the
population data exchange in order to support public services , as well as the
presentation of demographic information for policy formulation and development
, both the Guidelines for the Assessment and development SIAK is a series of
activities related to the review and testing process SIAK elements that produce
recommendations for the development SIAK SIAK while the development is the
addition of a series of activities and refinement in order to improve the function
SIAK |, the third Population Data generated by SIAK utilized for the field of
Governance and Policy Formulation Development of data that is used to various
interests , such as in analyzing and formulating population policies , analyze and
formulate development plans , assessment dituangakan knowledge in the form of
reports , figures and tables .

Purpose of this study to obtain information on the implementation of policy
regulation no 30 of 2011 concerning the administration of population and civil
regisration. This type is qualitative research, where the source of the data
obtained from informans, the document and the research. Techniques of data
collection by interview, observation and documentation.

The SIAK implement in order to achieve the orderly administration of
residence in the form of issuance of civil document using SIAK, there are some
problems faced by the population and civil registration offices berau district,
there the lack of human resources (operators SIAK), information technology
infrastructure and communication devices. One suggestion to overcome the
problem is to increase the human resource (operator SIAK) increase information
technology infrastructure and data communications, construction of SIAK is more
optimized for 9 other districts use existing budget exists. Law No 23 of 2006
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concerning the administration of population, finance data network
communication in the implementation of SIAK district to district/city, county/city
to provinces a burden districts/cities to use existing funds budget exists.

Keyword : Human Resources (Operator SIAK), Information and Communication
Technology, SIAK Development
Abstrak

Implementasi Kebijakan SIAK berdasarkan Perda Kabupaten Berau No
30 Tahun 2011, pertama Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
melalui Pembangunan SIAK vyaitu pengumpulan, perekaman, pengelolaan
pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk
penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka
menunjang pelayanan publik,  penyajian informasi kependudukan guna
perumusan kebijakan dan pembangunan,kedua Pedoman Pengkajian dan
Pengembangan SIAK yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses
penelaahan dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk
pengembangan SIAK sedangakan Pengembangan SIAK adalah rangkaian
kegiatan yang berupa penambahan dan penyempurnaan guna meningkatkan
fungsi SIAK, ketiga Data Penduduk Yang Dihasilkan Oleh SIAK Dimanfaatkan
Untuk Perumusan Kebijakan yaitu data dimanfaatkan untuk kepentingan, seperti
dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, perencanaan
pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk
laporan-laporan, angka dan tabel.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh informasi mengenai
implementasi kebijakan Perda No 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif, dimana sumber data diperoleh dari informan-informan,
dokumen-dokumen dan tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam mengimplementasikan SIAK tersebut demi tercapainya tertib
administrasi  kependudukan berupa penerbitan dokumen kependudukan
menggunakan SIAK, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dimana kurangnya
Sumber Daya Manusia (Operator SIAK) , sarana prasarana perangkat teknologi
informasi dan komunikasi. Salah satu saran dalam mengatasi permasalahan
adalah dengan menambah Sumber Daya Manusia (Operator SIAK),
penambahan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi data,
pembangunan SIAK lebih dioptimalkan untuk 9 Kecamatan lain menggunakan
APBD yang ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK
Kecamatan ke Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota ke Provinsi menjadi beban
Kabupaten/kota dengan menggunakan dana APBD yang ada.
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Kata Kunci : Sumber Daya Manusia (Operator SIAK) ,Teknologi Informasi dan
Komunikasi ,Pembangunan SIAK

Pendahuluan

Kabupaten Berau terdiri dari 13 Kecamatan antara lain Kecamatan Tanjung
Redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Sambaliung, Talisayan, Batu Putih, Biatan,
Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Maratua, Tabalar, Segah, Kelay dengan jumlah
penduduk Kabupaten Berau berdasarkan data BPS tahun 2013 yaitu 193.831 jiwa,
dengan jumlah penduduk yang cukup besar tentunya membutuhkan administrasi
kependudukan yang terorganisir, sehingga daerah-daerah pedesaan dapat
terjangkau dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan melalui
SIAK.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, adalah suatu sistem
informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi
khusus yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan sehingga
tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan
meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan
database kependudukan nasional .

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau masih
menemukan permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
diantaranya masalah pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu
tentang pengumpulan, perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen
kependudukan, kemudian dalam hal pengoperasian SIAK, seperti yang diketahui
bahwa dalam pengoperasian SIAK ada pedoman pengkajian dan pengelolaan
SIAK, dimana dalam pedoman tersebut tertulis Sumber Daya Manusia Yyaitu
operator SIAK dan Teknologi informasi, permasalahan saat ini adalah kedua
point tersebut, dimana tenaga operator SIAK di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Berau masih kurang, bahkan sarana prasarana yang
berhubungan dengan Teknologi informasi masih kurang banyak, hal ini tidak
sesuai dengan jumlah warga masyarakat Kabupaten Berau yang melakukan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kebijakan Publik

Menurut Nasucha (dalam Posolong 2007 : 39) mengatakan bahwa,
“Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu
kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan
tersebut bertujuann untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang
akan dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social
yang harmonis”.

Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003) berpendapat bahwa
kebijakan publik adalah adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber
daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau
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pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para
pelaksana.

Kebijakan Publik
Menurut Nasucha (dalam Posolong 2007 : 39) mengatakan bahwa,

“Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu

kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan

tersebut bertujuann untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang
akan dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social
yang harmonis”.

Sedangkan menurut Woll dalam Tangkilisan kebijakan publik adalah
sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik
secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan
masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh
sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu:

a.  Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai
pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik
untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.

b.  Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini
menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran,
pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang
akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
online, yang telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil , Peraturan Pemerintah No 37 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23
Tahun 2006 Tentang Administraasi Kependudukan, Keputusan Presiden
(Keppres) No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan
dan Permendagri No 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib
Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan
blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya
harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah dipahami oleh penduduk
dan  diyakini  bermakna  secara  hukum  berfungsi  melindungi,
mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event)
yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat
memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
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kata lain dokumen kependudukan.

Pada Pasal 80 dan 81 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 30
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dijelaskan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui pembangunan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

2. Pedoman Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan.

3. Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK Dimanfaatkan Untuk Kepentingan
Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembanguan

Tertib Administrasi Kependudukan

Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan,
tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang
dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem,
konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini
bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status
kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga
dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan
urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen
kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau
penduduk.

Tertib yang artinya teratur, tidak acak-acakan, rapi (Kamus besar Bahasa
Indonesia :526). B.N.Marbun (1996:8) Administrasi adalah tata usaha yaitu
usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan sasaran, penetapan
penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Herbert.A.Simon (1999:3) Administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok
kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Kependudukan adalah hal-hal/sifat-sifat sebagai penduduk; urusan
mengenai penduduk.(Kamus besar Bahasa Indonesia, hal: 245).

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan adalah
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan terhadap Blangko
Standar Nasional (KK, KTP) dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yaitu
dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian
kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk menggambarkan
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keseluruhan proses dari suatu permasalahan yang diteliti sebagai suatu kesatuan
yang utuh, dan berusaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam
proses tersebut.

Fokus Penelitian

1.  Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui pembangunan
Sistem Informasi Administrasi.

2.  Pedoman Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan.

3. Data Penduduk Yang di hasilkan Oleh Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Perumusan Kebijakan di
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data Michael Huberman
(1992: 15-20) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur
kegiatan yang terjadi, antara lain:
1. Reduksi data (penyederhanaan data)
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Pembangunan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Dalam Keputusan Presiden No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Administrasi Kependudukan dijelaskan Pengelolaan informasi administrasi
kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pemuktahiran data hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen
kependudukan pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan
publik, serta penyajian informasi administrasi kependudukan guna perumusan
kebijakan dan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk laporan-laporan,
angka, tabel, gambar dan grafik peristiwa kependudukan serta peristiwa penting
kependudukan, kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Berau juga menyatakan bahwa pengelolaan informasi administrasi
kependudukan telah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat melalui beberapa hasil
laporan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Berau, antara lain :

Pada laporan tersebut jelas bahwa penduduk di Kabupaten Berau telah
melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berkaitan dengan
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan penjelasan Keputusan
Presiden No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,
hal ini dilihat dari laporan tentang data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan
cetak Kartu Keluarga, dimana isi dari laporan tersebut dijelaskan bahwa jumlah
kepala keluarga yang melakukan pendaftaran di Kabupaten Berau yang berjumlah
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75.936 KK, ternyata yang baru tercetak hanya 46.295 KK, sedangkan 29.641 KK
belum tercetak, kemudian berdasarkan laporan data penduduk Kabupaten Berau
berdasarkan cetak Kartu Tanda Penduduk, dari jumlah penduduk di Kabupaten
Berau yang melakukan pendaftaran berupa KTP yaitu 251.344 penduduk,
ternyata yang belum tercetak ada 211.886 penduduk dan yang sudah tercetak
berjumlah 39.456 penduduk, hal ini jelas bahwa untuk mencapai 50% cetak KTP
tersebut saja belum tercapai.

Bahwa ada dua permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Berau yang berkaitan dengan banyaknya jumlah KK
dan KTP yang belum tercetak yang pertama berkaitan dengan Sumber Daya
Manusia ( Operator SIAK ), Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Berau yang melakukan verifikasi data masih kurang, yaitu 12
orang hal ini tentu tidak sesuai dengan jumlah warga masyarakat Kabupaten
Berau yang melakukan pendaftaran penduduk.

Kedua berkaitan dengan sarana prasarana perangkat teknologi informasi,
baik perangkat keras dan perangkat lunak, sejauh ini perangkat teknologi
informasi yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Berau berjumlah 9 unit, hal ini tentu saja membuat operator SIAK
lamban dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Berau
diberlakukan sejak tahun 2008, namun sampai saat ini dari 13 Kecamatan yang
ada di Kabupaten Berau antara lain Kecamatan Kelay, Talisayan, Sambaliung,
Segah, Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Biduk-Biduk, Teluk
Bayur, Tabalar, Maratua, batu Putih dan Biatan, hanya 4 Kecamatan yang
tersambung menggunakan SIAK yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan
Teluk Bayur, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Gunung Tabur
sedangkan 9 Kecamatan lainnya masih semi online/menggunakan GSM, yaitu
melalui pesan dan dilakukan dengan manual dan semielektronik.

Ada beberapa faktor yang menghambat SIAK belum tersambung secara
menyeluruh di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau yaitu kondisi jarak
yang mempertemukan setiap Kecamatan di Kabupaten Berau cukup jauh, terlebih
lagi jalur yang menghubungkan antar Kecamatan kondisinya masih kurang baik,
sehingga sulit untuk dijangkau, sehingga untuk memasang jaringan SIAK
memerlukan dana yang cukup besar, hal ini membuat pemerintah setempat
terpaksa melakukan sistem jemput bola yaitu turun langsung kelapangan untuk
mendata warga yang belum melakukan pendaftaran penduduk baik dari pihak
rukun tetangga,kelurahan dan kecamatan.

Pedoman Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan, dimana dijelaskan bahwa pengkajian SIAK adalah
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rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penelaahan dan pengujian unsur
SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK vyaitu
rangkaian kegiatan yang berupa penambahan dan penyempurnaan guna
meningkatkan fungsi SIAK, sehingga untuk mengetahui apakah pelaksanaan
SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau telah sesuai
dengan pedoman, maka perlu dibahas terlebih dahulu Peraturan yang mengatur
hal tersebut. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2011
dijelaskan lingkup pengkajian dan pengembangan SIAK antara lain :
1. Database kependudukan
Perangkat teknologi informasi dan komunikasi
Sumber Daya Manusia
Pemegang hak akses
Lokasi database kependudukan
Pengelolaan database kependudukan
Pemeliharaan database kependudukan
Pengamanan database kependudukan
Pengawasan database kependudukan
0. Data cadangan dan pusat data pengganti

Pengembangan SIAK yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
meliputi:
perangkat teknologi informasi dan komunikasi
aplikasi tambahan sesuai dengan kebutuhan daerah
sumber daya manusia
lokasi database kependudukan
pengelolaan database kependudukan
pemeliharaan database kependudukan
pengamanan database kependudukan
pengawasan database kependudukan dan
data cadangan dan pusat data pengganti.
Dalam pengkajian SIAK sesuai dengan penjelasan diatas ada dua
permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Berau yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan perangkat
Teknologi Informasi dan Komunikasi ( Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan
Jaringan Komunikasi Data).

Boo~NoOkwN

S o oo o

Data Penduduk Yang Dihasilkan Oleh Sistem Informasi Adminstrasi
Kependudukan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Perumusan Kebijakan
Dibidang Pemerintahan dan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh
SIAK dan tersimpan didalam databasee kependudukan dapat dimanfaatkan untuk
perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan. Untuk
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memenuhi kebutuhan informasi kependudukan ini perlu disusun dalam bentuk
profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan.

Berikut disajikan beberapa laporan hasil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mengenai data penduduk yang dihasilkan oleh
SIAK dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang
pemerintahan dan pembangunan, yaitu daftar penduduk potensial pemilihan
pilkada (DP4) SIAK Kabupaten Berau, data penduduk Kabupaten Berau
berdasarkan pendidikan, data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan pekerjaan,
data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan kepala keluarga dan jenis kelamin
dan data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan pindah luar daerah per
Kecamatan.

Dari beberapa hasil laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Berau diatas, dapat dilihat bahwa data penduduk yang tersimpan di
dalam database kependudukan telah benar-benar dimanfaatkan untuk perumusan
kebijakan, baik dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Kesimpulan

1.  Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan adalah pengumpulan,
perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, dalam hal pengelolaan
informasi administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik, hal ini dapat
dilihat melalui tabel 1 dan tabel 2 sebelumnya, namun dalam hal penerbitan
dokumen kependududukan masih ada permasalahan yang dihadapi, kemudian
pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Berau, dari 13 Kecamatan yang ada ,baru 4 Kecamatan yang tersambung secara
online sementara 9 Kecamatan lainnya masih semi elektronik yaitu melalaui
perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya
menggunakan compact disc (CD), karena belum tersedia jaringan komunikasi
data, sehingga mempersulit melakukan pendataan secara cepat.

2.  Pedoman Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Berau, bahwa pengkajian SIAK adalah rangkaian
kegiatan yang berkaitan dengan proses penelaahan dan pengujian unsur SIAK
yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK, dimana
pengembangan tersebut berupa rangkaian Kkegiatan penambahan dan
penyempurnaan guna meningkatkan fungsi SIAK.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan SIAK, seperti yang telah
dijelaskan pada bab pembahasan sebelumnya, namun ada beberapa hal yang
menjadi permasalahan dalam melakukan pengkajian dan pengembangan tersebut
sesuai dengan unsur yang terdapat pada SIAK yaitu SDM operator dan Teknologi
Informasi ( perangkat keras,perangkat lunak dan jaringan komunikasi data ) yang
masih kekurangan, hal ini dapat menghambat dalam pengelolaan informasi
administrasi kependudukan secara cepat, dimana jumlah SDM operator yang
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melakukan verifikasi data berjumlah 12 orang dan jumlah teknologi informasi
ada 9 unit, sehingga tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang akan
melakukan pendaftaran di Kabupaten Berau.

3. Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dibidang pemerintahan
dan pembangunan, sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Berau yang merupakan instansi yang mengurus administrasi
kependudukan di Kabupaten telah melaksanakan hal tersebut dengan baik, hal ini
dapat dilihat melalui tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 6 dan tabel 7 sebelumnya yang
telah dijelaskan dalam bab pembahasan, seperti yang kita ketahui data dan
informaasi  kependudukan sangat diperlukan dalam penyusunan profil
perkembangan kependudukan yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil, dimana data kependudukan memiliki peran
penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil
pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena
itu data kependudukan disemua tingkat administrasi pemerintahan ( Kota,
Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa ) menjadi faktor kunci keberhasilan
program-program pembangunan.

Saran

1.  Mengingat masih kurangnya sarana prasarana teknologi informasi dan
komunikasi, serta kurangnya SDM operator SIK yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, hal ini berkaitan dengan
masalah pengelolaan informasi administrasi kependudukan vyaitu berupa
penerbitan dokumen kependudukan, karna masih banyak KK dan KTP warga
masyarakat di Kabupaten Berau yang belum tercetak, hendaknya Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau perlu meningkatkan sarana
prasarana yang berkaitan dengan SDM operator dan perangkat pendukung
teknologi informasi, baik dengan cara memanfaatkan anggaran yang ada, serta
menambah jumlah tenaga operator yang melakukan verifikasi data yang ada agar
dapat mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan baik dengan
cara menambah tenaga honorer untuk operator/memberikan bimbingan kembali
kepada operator yang ada.

2.  Dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, baru 4 Kecamatan yang
tersambung menggunakan SIAK, sedangkan 9 Kecamatan lainnya hanya secara
manual/semielektronik, dimana pengiriman data kependudukan ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau disimpan menggunakan CD
(Compact Disc) / disket, hal ini akan menghambat proses untuk mencapai tujuan
SIAK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, dimana tujuan tersebut yaitu meningkatkan kualitas pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menyediakan data dan informasi
skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, mewujudkan pertukaran
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data secara sistematik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin
kerahasiaan.

Dalam mewujudkan tujuan SIAK tersebut di Kabupaten Berau tentu sangat
sulit, karena melihat baru 4 Kecamatan yang menggunakan SIAK online, oleh
karena itu diharapkan pemerintah dapat segera mengatasinya perlahan-lahan
melalui pembangunan SIAK di Kecamatan lain, dengan menggunakan dana
APBD yang ada, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK
Kecamatan ke Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota ke Provinsi menjadi beban
Kabupaten/kota dengan menggunakan dana APBD yang ada.
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